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Fauzian Nor

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui mengenai tinjauan yuridis Penetapan
tersangka yang dilakukan oleh kepolisian kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak
pidana harus berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana. Kemudian Mahkamah Konstitusi dalam putusannya bernomor
21/PUU-XI11/2014 memberikan interpretasi yang lebih konkret terhadap Pasal 1 angka 14, Pasal
17 dan Pasal 21 KUHAP yang pada pokoknya menyebutkan bahwa untuk menetapkan tersangka
kepada seseorang minimal harus dipenuhi dua alat bukti. Kondisi seperti ini tentu sangat
berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap HAM, sehingga
ketidakpastian hukum ini sangat merugikan dan mencederai hak dasar warga negara untuk
kepastian hukum dan keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan
menginventarisir peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tinjauan yuridis
menampilkan wajah tersangka saat pers rillis, identifikasi masalah dan menganalisa secara
kualitatif.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukan bahwa : Pertama, Perlindungan hukum bagi
tersangka dalam proses penyidikan pada prinsipnya mengutamakan tentang hak-hak tersangka pada saat
penangkapan sampai dengan tahap interogasi, bahwa seseorang yang disangka melakukan sesuatu
tindak pidana dilindungi oleh hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai Pasal 68 KUHAP,
disamping itu KUHAP juga memegang asas praduga tak bersalah selama belum ada putusan pengadilan
yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Implementasi perlindungan
hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan, masih dijumpai adanya penyimpangan yang dilakukan
oleh aparat penegak hukum. terjadi pemeriksaan dengan cara kekerasan dan ancaman kekerasan secara
fisik maupun nonfisik, dan juga diabaikannya pemberian hak-hak yuridis yang dimiliki oleh tersangka
seperti hak memperoleh penasehat hukum, dan lain sebagainya. Kedua, hak tersangka atau juga diatur
dalam berbagai peraturan-perundangan lainnya, seperti: 1) Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang No. 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan: "setiap orang yang diperiksa berhak
mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap"; 2) Pasal 37, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, yang menyebutkan: "setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan
hukum®.

Kata kunci : perlindungan hukum, tersangka, hak-hak tersangka.



RINGKASAN

TINJAUAN YURIDIS MENAMPILKAN WAJAH TERSANGKA SAAT

PERS RILLIS

( Fauzian Nor, Banjarmasin : 2023 )

Dalam rangka upaya pemberian bantuan hukum dan perlindungan hukum terhadap tersangka
karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai
pelaku tindak pidana. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (dikenal sebagai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, disingkat
KUH Acara Pidana atau KUHAP) adalah peraturan peraturan perundang-undangan indonesia
hukum di indonesia yang mengatur tentang pelaksanaan formal dari hukum pidana. Perlindungan
hukum merupakan hal yang sangat diperlukan dalam setiap kegiatan atau perjanjian yang melibatkan dua
orang atau lebih. Perlindungan hukum biasanya terkait dengan perlindungan akan hak dan kewajiban
bagi masing-masing orang yang terlibat dalam suatu perjanjian ataupun kegiatan. Dengan adanya
perlindungan hukum tersebut, maka masyarakat akan dapat menjalankan kewajibannya dengan baik

serta menerima hak-hak yang mereka miliki.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui mengenai tinjauan yuridis Penetapan
tersangka yang dilakukan oleh kepolisian kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak
pidana harus berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana. Kemudian Mahkamah Konstitusi dalam putusannya bernomor
21/PUU-XI11/2014 memberikan interpretasi yang lebih konkret terhadap Pasal 1 angka 14, Pasal
17 dan Pasal 21 KUHAP yang pada pokoknya menyebutkan bahwa untuk menetapkan tersangka
kepada seseorang minimal harus dipenuhi dua alat bukti. Kondisi seperti ini tentu sangat
berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap HAM, sehingga
ketidakpastian hukum ini sangat merugikan dan mencederai hak dasar warga negara untuk

kepastian hukum dan keadilan.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menginventarisir peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai tinjauan yuridis menampilkan wajah tersangka saat pers rillis,

identifikasi masalah dan menganalisa secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa :



1. Pengaturan hukum menampilakan wajah tersangka saat pers rillis tidak dijelaskan dalam
KUHAP dan Undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai tersangka Melainkan
untuk anak dibawah umur. Seperti Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun
2012 tentang system peradilan pidana anak, menjaga harkat dan mertabatnya dalam pers
rilils. Adanya bentuk mekanisme peraturan yang jelas antara saksi, korban, tersangka dan
terdakwa. Adanya pemisahan pemeriksaan antara saksi, korban, tersangka dan terdakwa,
Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban harus tegas dan jelas, Peran dari aparat
penegak hukum harus ditingkat kan.

2. Akibat hukum apabila wajah tersangka tidak disamarkan dalam pers rillis. Adanya
pertanyaan Yyang menyudutkan tersangka, Kurang hak atas keamanan tersangka,
Pengambilan sumpah terhadap tersangka pada proses penyidikan, Tidak ada pendampingan
terhadap tersangka dalam proses penyidikan, Adanya paksaan dalam berpendapat,
Dihadirkannya terdakwa, Asumsi masyarakat terhadap tersangkan buruk, tidak ada
Lembaga perlindungan tersangka dan korban yang Tegas dan Jelas. Adanya aparat penegak
hukum, agar tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap saksi, korban, terdakwa
dan tersangka. agar diberlakukan pemisahan baik dan benar terhadap saksi, korban,
terdakwa dan tersangka untuk setiap perkara tindak pidana. mempertimbangkan untuk
menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum yang lain, mengatasi masalah terkait hak
tersangka agar lebih memperjuangkan, memperhatikan, melindungi hak tersangka,
Memberikan partisipasi lebih lagi untuk membantu proses penegakan hukum dan

meningkatkan kesadaran akan hukum untuk menghindari persoalan terhadap hak itu sendiri.
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